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Abstrak
 

Menjadi pedagang kaki lima memang dilematis, di satu sisi menjadi pedagang kaki lima merupakan usaha

untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari, di sisi lain sebagai aktifitas usaha yang menggunakan

ruang publik, pedagang kaki lima berhadapan dengan peraturan daerah DKI Jakarta No.11 tahun 1988

tentang larangan berjualan di tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum, seperti

trotoar dan badan jalan. Sehingga penyitaan dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas

merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi tidak bisa dihindari oleh pedagang kaki lima.

<br><br>

Penelitian ini tentang bentuk-bentuk tindakan represif petugas tramtib terhadap pedagang kaki lima saat

penyitaan dalam penertiban di Pasar Senen. Penelitian difokuskan pada beberapa kasus tindakan represif

petugas tramtib terhadap pedagang kaki lima saat penyitaan dalam penertiban dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat kualitatif. Tehnik pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview) dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan

terhadap pedagang kaki lima dan petugas tramtib.

<br><br>

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan yaitu teori Ralf Dahrendor, Peter M. Blau, Richard

Quinney dan William Chamblis. Dahrendor menggunakan pendekatan melalui Asosiasi terkodinir secara

imperative (keharusan), bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan

bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinal dan sub ordinat. Pembagian

kewenangan secara tidak sama menimbulkan konflik, di mana kelompok-kelompok yang dominan

memaksakan kehendak mereka dan kelompok-kelompok bawahan berusaha menentangnya. Kemudian Peter

M. Blau mengungkapkan bahwa dalam pertukaran sosial seseorang akan melakukan upaya simpatik supaya

mendapatkan penghargaan dari orang lain, padahal mungkin sifat itu dimunculkan supaya terlihat bersikap

lebih ramah daripada bermusuhan dalam berhubungan. Richard Quinney mengemukakan bahwa realitas

kejahatan yang dikonstruksi untuk seluruh anggota masyarakat oleh mereka dalam tampuk kekuasaan

merupakan realitas di mana kita cenderung menerimanya sebagai bagian dari kita sendiri. Dengan

melakukan hal itu, kita mengakui eksistensi mereka yang dalam tampuk otoritas untuk melaksanakan

tindakan yang sebagian besar mempromosikan kepentingan mereka. Ini adalah realitas politik. Realitas

sosial dari kejahatan dalam sebuah, masyarakat yang terorganisir secara politik terkonstruksi sebagai sebuah

tindakan politik. William Chambliss menuturkan bahwa dalam negara, pembuatan hukum merupakan hasil

dari kepentingan kelompok atau kelompok penguasa dan bukan kepentingan umum, kepentingan kelompok

dengan kekuasaan dan kekayaan yang paling besar akan paling tercermin dalam hukum itu.

<br><br>

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan reprsif oleh petugas tramtib terhadap pedagang kaki lima

saat penyitaan dalam penertiban yaitu: mengintimidasi pedagang kaki lima, merusak barang dagangan,
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melaksanakan penyitaan pada waktu malam hari. Penyitaan dalam penertiban ini biasanya dilakukan setelah

lebaran, dengan jumlah pedagang kaki lima yang cukup banyak dan untuk menghindari bentrokan dengan

pedagang, ketika dilakukan penyitaan, pedagang kaki lima tidak ada di lokasi karena masih dalam suasana

lebaran. Pelaksanaan penyitaan dalam operasi penertiban juga dilakukan pada saat pedagang kaki lima tidak

ada di tempat. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindakan represif petugas tramtib terhadap

pedagang kaki lima saat penyitaan dalam penertiban yaitu: 1. Faktor petugas sebagai pemegang otoritas 2.

Faktor pedagang kaki lima sebagai sub ordinat 3. Faktor pedefinisian kejahatan.


